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Abstrak
Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan publik Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat, belum optimalnya penerapan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf dapat dicapai melalui penerapan prinsip good governance, penguatan kompetensi amil dan nazir, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, BWI, dan masyarakat. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan dana sehingga zakat dan wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap penguatan keuangan publik Islam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
     Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah memperoleh dan membelanjakan uang untuk kepentingan masyarakat. Keuangan publik berperan sebagai alat utama bagi negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti pemerataan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas makroekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur melalui berbagai peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan negara yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik (Suryawardhana & Rosmiati, 2025). Keuangan publik memiliki tiga peran penting dalam kegiatan ekonomi negara, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merujuk pada peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum lainnya. Karena barang-barang tersebut bersifat non-kompetitif dan non-eksklusif, maka negara perlu campur tangan agar seluruh masyarakat dapat mengaksesnya secara adil (Putra et al, 2025). Selanjutnya, fungsi distribusi berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendistribusikan pendapatan nasional agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tajam antar kelompok masyarakat. Instrumen yang digunakan antara lain berupa subsidi, bantuan sosial, program jaminan sosial, serta pajak progresif. Tujuannya adalah agar kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi (Irwansyah, 2018). Fungsi yang ketiga adalah stabilisasi, di mana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Saat ekonomi mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menahan laju kenaikan harga. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya dapat dijalankan melalui berbagai sistem pengelolaan keuangan publik, baik yang menggunakan pendekatan konvensional maupun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
        Keuangan publik konvensional dan keuangan publik Islam memiliki perbedaan mendasar pada landasan nilai, sumber penerimaan, serta tujuan pengelolaannya. Keuangan publik konvensional berorientasi pada efisiensi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas anggaran yang bersumber dari pajak, penerimaan negara, serta utang. Sebaliknya, keuangan publik Islam berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, dan larangan riba, gharar, serta maisir (Mukhlas, 2022). Sumber penerimaannya tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga mencakup zakat, wakaf, infak, sedekah, kharaj, jizyah, dan sumber syariah lainnya. Zakat dan wakaf adalah dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan sosial di komunitas. Keduanya tidak hanya sekadar tindakan ibadah yang berkaitan dengan keuangan, tetapi juga merupakan cara sosial-ekonomi yang dapat menghadirkan distribusi yang adil, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Yusuf, 2021).  Zakat dan wakaf saling terkait dengan cara yang saling menguntungkan, memperkuat aspek moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Zakat beroperasi dalam jangka pendek dengan memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan wakaf berfungsi dalam jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi generasi mendatang (Ahsani et al., 2026). 
        Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan instrumen keuangan publik Islam, khususnya zakat dan wakaf. Besarnya populasi Muslim menjadi modal utama dalam meningkatkan penghimpunan dana sosial keagamaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hadyantari et al., 2025). Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan guna membantu kelompok yang membutuhkan, sedangkan wakaf berfungsi sebagai aset produktif yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial (Syaripudin & Nurhuda, 2025). Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, realisasi penghimpunan dan pemanfaatan zakat maupun wakaf di Indonesia masih belum sebanding dengan potensinya. Kondisi serupa juga terjadi pada wakaf, di mana sebagian besar aset wakaf belum dikelola secara produktif sehingga manfaat ekonominya belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyaraka (Canggih et al, 2017). 
         Meskipun memiliki potensi besar pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf, khususnya wakaf tunai sehingga pemahaman terhadap manfaat, mekanisme, dan pengelolaannya belum optimal. Selain itu transparansi dan dan akuntabilitas lembaga pengelola juga masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik (Setiawan, 2025). Keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana yang belum sepenuhnya optimal menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang memiliki akses untuk memantau pemanfaatan dana yang mereka salurkan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf serta berdampak pada belum optimalnya penghimpunan dan pendayagunaan dana sosial Islam di Indonesia (Patriana, 2024).  Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, kedua instrumen tersebut mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif yang memperkuat pembangunan nasional sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.
    Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholid Musana (2023) berfokus pada optimalisasi pengelolaan zakat melalui penerapan teknologi blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran dana zakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada pengelolaan zakat sehingga belum mengkaji keterpaduan pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Meli Saputri (2024) mengkaji transformasi digital dalam filantropi Islam melalui pemanfaatan fintech syariah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf. Penelitian tersebut menekankan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana filantropi Islam. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek digitalisasi dan belum menganalisis secara komprehensif strategi optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dari perspektif keuangan publik Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam di Indonesia dengan meninjau aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan secara terpadu sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimilisasi pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah identifikasi potensi, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat serta wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Secara keseluruhan penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji bagaimana sinergi antara zakat dan wakaf dapat memperkuat fungsi keuangan publik Islam dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan berperan penting bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih optimal. 
METODE PENELITIAN
    Penelitian ini merupakan suatu kajian yang bersifat library reseach dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data-data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan potensi, pengelolaan, tantangan, serta strategi optimalisasi zakat dan wakaf. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam di Indonesia. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam
       Dengan statusnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak secara global, Indonesia menyimpan potensi strategis dalam optimalisasi zakat sebagai instrumen fundamental dalam arsitektur keuangan Islam yang berorientasi pada distribusi kesejahteraan maupun keadilan sosial-ekonomi. Mayoritas penduduk Indonesia, yaitu sekitar 87,2%, mengidentifikasi diri sebagai Muslim (Kusumawardhani, 2024). Fakta demografis ini menegaskan bahwasanya zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat pembangunan sosial.Zakat di Indonesia memiliki dua fungsi utama: sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam dan sebagai instrumen taktis yang berperan besar dalam mendorong kapabilitasi masyarakat serta reduksi problematika kemiskinan. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat mampu memperkuat transparansi, efisiensi, maupun kemudahan akses masyarakat terhadap layanan zakat. Inovasi digital, seperti platform daring, aplikasi mobile, dan sistem manajemen berbasis data, telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas lembaga amil zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat(Akinlabi & Habeebullah, 2022).
        Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses manajemen zakat, distribusi dana dapat dilakukan secara lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Untuk merealisasikan potensi zakat secara maksimal, dibutuhkan sinergi antara peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem manajemen, serta dukungan regulasi yang mendorong inovasi berbasis teknologi. Reformasi tata kelola zakat melalui digitalisasi diinisiasi sebagai akselerator dalam merancang ekosistem pengelolaan zakat yang adaptif, responsif, maupun menjangkau lintas segmentasi masyarakat. Oleh karena itu, zakat mengalami perluasan makna, bukan sekadar ibadah keagamaan, melainkan diartikulasikan ulang sebagai fondasi strategis dalam arsitektur pembangunan sosial ekonomi Indonesia (Suparman, 2025). Di samping optimalisasi pengelolaan zakat, pengembangan wakaf juga menjadi aspek penting dalam memperkuat sistem keuangan publik Islam di Indonesia. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syari’ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat (Lubis, 2020). Pengelolaan wakaf yang optimal mampu memberikan manfaat berkelanjutan melalui pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial. Perkembangan wakaf uang juga membuka peluang baru dalam menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada sektor produktif sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (Anggraeni et al, 2024). Dengan dukungan tata kelola yang profesional, transparan, dan inovatif, zakat dan  wakaf berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan publik yang mampu memperkuat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Tantangan dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia 
       Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar sebagai instrumen keuangan publik Islam, pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pengelola zakat dan wakaf. Salah satu tantangan utama adalah risiko investasi yang dapat menyebabkan kerugian atau tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Zakat dan wakaf pada dasarnya merupakan amanah yang harus disalurkan kepada mustahik, sehingga setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kebermanfaatan (Abdurrozak & Hilalludin, 2025). Masyarakat beranggapan bahwasanya pada lembaga amil zakat dengan afiliasi partai politik atau lembaga negara (Departemen Agama) dengan pandangan yang buruk masyarakat mempunyai anggapan jika Lembaga Amil Zakat tidak memiliki data yang kuat beserta track record pemrogaman yang tidak tersalurkan secara detail di masyarakat. Sehingga masyarakat masih terdapat yang melakukan zakat melalui penerima zakat langsung di sekitar lingkungan mereka. (Fitri Afiyana et al., 2020). Pada sektor wakaf, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi masyarakat, minimnya profesionalisme nazir, serta belum optimalnya pengelolaan aset wakaf produktif. Selain itu sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid dan makam, sehingga kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal. Padahal, pengembangan wakaf produktif melalui sektor pendidikan, kesehatan, usaha mikro, dan investasi syariah berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Fattach & Maskun, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan potensi wakaf yang besar belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iqbal, 2024). 
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf
         Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat dianalisis melalui perspektif teori tata kelola lembaga (governance theory) (Ramin, 2022). Tata kelola yang baik (good governance) menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Dalam lembaga filantropi Islam, penerapan good governance diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust) sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat dan aset wakaf (Asy’arie & Djalaludin, 2024). Dengan penerapan prinsip ini diharapkan dapat mendorong lembaga pengelola untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pendistribusian dana dilakukan secara tepat sasaran. Dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Dalam praktiknya, optimalisasi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, audit independen, serta penyediaan informasi program yang mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan legitimasi lembaga, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi (Firdausi et al., 2025). 
KESIMPULAN
       Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, tingkat kepercayaan publik, serta kemampuan institusi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Maka dari itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penguatan kompetensi amil dan nazir, perluasan digitalisasi layanan, serta pengembangan program zakat produktif dan wakaf produktif perlu terus dilakukan agar zakat dan wakaf mampu berperan lebih optimal sebagai instrumen keuangan publik Islam yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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